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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2017 NOMOR 8 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 
NOMOR 8 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTAENG 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati 
telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 sesuai 
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 

1979/VIII/TAHUN 2017 tanggal 14 Agustus 2017 
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 

Anggaran 2016; 
b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Repbulik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomro 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4355); 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5243); 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 
2012 Nomor 10); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Tahun 2015 Nomor 8) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 
Nomor 4). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
dan  

BUPATI BANTAENG 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN NGGARAN 2016. 

 
Pasal 1 

  
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

berupa laporan keuangan memuat : 

 a. Laporan Realisasi Anggaran 
 b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

 c. Neraca 
 d. Laporan Operasional 

 e. Laporan Arus Kas 
 f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan 
 g. Catatan atas Laporan Keuangan 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan 
kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan 

daerah. 
 

Pasal 2 
 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a 

Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 
(1) Pendapatan Rp. 1.039.883.197.753,22  

(2) Belanja Rp. 1.072.129.932.861,44  
  Surplus (Defisit)   Rp.(32.246.735.108,22) 

     
(3) Pembiayaan     
 - Penerimaan  Rp. 35.761.682.013,52  

 - Pengeluaran  Rp. 261.912.573,71  
  Pembiayaan Netto   Rp.35.499.769.439,81 

 
Pasal 3 

 
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 
berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 70.107.870.789,34 
dengan rincian sebagai berikut : 

      
 1. Anggaran Pendapatan 

setelah Perubahan  

Rp. 1.109.991.068.542,56  

 2. Realisasi Rp. 1.039.883.197.753,22  

  Selisih Kurang   Rp.70.107.870.789,34          
  

b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. 73.278.165.356,64 dengan 
rincian sebagai berikut : 

      
 1. Anggaran Belanja 

setelah Perubahan  
Rp. 1.145.408.098.218,08  
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 2. Realisasi Rp. 1.072.129.932.861,44  
 Selisih Kurang Rp.73.278.165.356,64 

      
c. Selisih anggaran dengan realisasi Suplus/(Defisit)  sejumlah (Rp. 

3.170.294.567,30) dengan rincian sebagai berikut : 
 1. Anggaran 

Surplus/(Defisit) setelah 
Perubahan  

Rp. (35.417.029.675,52)  

 2. Realisasi Rp. (32.246.735.108,22)  

  Selisih Kurang (Rp. 3.170.294.567,30)  

  
d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 00,00 

dengan rincian sebagai berikut : 

 1. Anggaran Penerimaan 
Pembiayaan setelah 

Perubahan  

Rp. 

35.761.682.013,52 

 

 2. Realisasi Rp. 35.761.682.013,52  

  Selisih Kurang Rp.                   00,00 
  

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 
82.739.764,29 dengan rincian sebagai berikut : 

 1. Anggaran Pengeluaran 
Pembiayaan setelah 

Perubahan  

Rp. 344.652.338,00  

 2. Realisasi Rp. 261.912.573,71  

  Selisih Kurang Rp.      82.739.764,29 
  

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp. 82.739.764,29) 
dengan rincian sebagai berikut : 

 1. Anggaran Pembiayaan 

Netto setelah Perubahan  

Rp. 35.417.029.675,52  

 2. Realisasi Rp. 35.499.769.439,81  

  Selisih Kurang (Rp.    82.739.764,29) 
     

Pasal 4 

 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasa 1 ayat (1) 

huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut : 
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 35.761.682.013,52 

b. Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 3.253.034.331,59 
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 3.253.034.331,59 

 

Pasal 5 
 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2016 
sebagai berikut : 

a. Jumlah Aset Rp. 1.866.969.246.210,92   
b. Jumlah Kewajiban Rp. 26.420.848.491,72   
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.840.548.397.719,20   

       
Pasal 6 

 
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun 

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut : 
a. Jumlah Pendapatan Rp. 1.098.157.990.280,02   
b. Jumlah Beban Rp. 866.734.306.416,19   
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c. Surplus/(Defisit) Operasi Rp. 231.423.683.863,82   
d. Surplus/(Defisit) Non Operasi Rp. (1.366.450.26)   

e. Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar 
Biasa 

Rp. 231.422.317.413,57   

f. Pos Luar Biasa Rp. (176.116.842,00)   
g. Surplus/(Defisit) LO Rp. 231.246.200.571,56   

 
Pasal 7 

 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang 
berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut : 

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 
tahun 2016 

Rp. 41.684.434.151,74   

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 351.947.731.902,47   
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Aset Non Keuangan 
Rp. (384.604.874.241,00)   

d. Arus Kas dari Aktivitas 
Pembiayaan 

Rp. (261.912.573,71)   

e. Arus Kas dari Aktivitas Non 
Anggaran 

Rp. (5.769.659.675,00)   

f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 
2016 

Rp. 3.603.480.444.81   

 

Pasal 8 
 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 
Desember 2016 sebagai berikut : 

a. Ekuitas Awal Rp. 1.666.673.480.126,93   
b. Surplus/(Defisit) – LO Rp. 231.246.200.571,57   
c. Dampak Perubahan Kebijakan Rp. (57.371.282.979,30)   

d. Ekuitas Akhir Rp. 1.840.548.397.719,20   
 

Pasal 9 
 

Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf g 
tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas 
pos-pos laporan keuangan. 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran 
Lampiran I.1  : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi 
Lampiran I.2  : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan 

Lampiran I.3  : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan 
Lampiran 1.4  : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan 
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara 

Lampiran 1.5  : Daftar Piutang Daerah 
Lampiran 1.6  : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
Lampiran 1.7  : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap 

Daerah 
Lampiran 1.8  : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya 

Lampiran 1.9  : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir 
Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 

Berikutnya 
Lampiran 1.10  : Daftar Dana Cadangan Daerah, dan 
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Lampiarn 1.11  : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

c. Lampiran III : Neraca 
d. Lampiran IV : Laporan Operasional 

e. Lampiran V  : Laporan Arus Kas 
f. Lampiran VI  : Laporan Perubahan Ekuitas 

g. Lampiran VII  : Catatan atas Laporan Keuangan 
 

Pasal 11 

 
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari : 

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini 
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah 

tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini 
 

Pasal 12 
 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

 
Pasal 13 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. 

 
Ditetapkan di Bantaeng 

Pada Tanggal 16 Agustus 2017 
 

BUPATI BANTAENG 
Cap/ttd. 
H. M. NURDIN ABDULLAH 

 
Diundangkan di Bantaeng 

Pada Tanggal 16 Agustus 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG 
 

 
 
 

ABDUL WAHAB 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
 TAHUN 2017 NOMOR 8      

 

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.7.106.17)  
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LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
NOMOR :  8 TAHUN 2017 

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2017 
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN ANGARAN 2016 

 
 
NOMOR 

URUT 

 

URAIAN 

JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/(BERKURANG) 

ANGGARAN  
SETELAH  PERUBAHAN 

 

REALISASI 
 

(RP) 
 

% 

1 2 3 4 5 6 

      

1 PENDAPATAN DAERAH 1,109,991,068,542.56 1,039,883,197,753.22 (70,107,870,789.34) 93.68 

      

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 76,033,536,167.56 66,246,961,750.22 (9,786,574,417.34) 87.13 

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 12,901,975,558.00 8,018,004,306.00 (4,883,971,252.00) 62.15 

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 7,778,035,359.00 5,219,492,003.00 (2,558,543,356.00) 67.11 

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8,808,296,978.82 5,653,277,495.00 (3,155,019,483.82) 64.18 

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 46,545,228,271.74 47,356,187,946.22 810,959,674.48 101.74 

      

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 985,933,161,000.00 944,304,715,299.00 (41,628,445,701.00) 95.78 

1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 909,939,132,000.00 873,334,409,685.00 (36,604,722,315.00) 95.98 

1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak 13,242,232,000.00 17,079,168,117.00 3,836,936,117.00 128.97 

1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam 4,814,224,000.00 7,427,012,161.00 2,612,788,161.00 154.27 

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 497,448,542,000.00 497,448,542,000.00 0.00 100.00 

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 394,434,134,000.00 351,379,687,407.00 (43,054,446,593.00) 89.08 

      

1.2.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 75,994,029,000.00 70,970,305,614.00 (5,023,723,386.00) 93.39 

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.2.2 Dana Penyesuaian 65,523,416,000.00 65,523,416,000.00 0.00 100.00 

1.2.2.3 Bantuan Keuangan 10,470,613,000.00 5,446,889,614.00 (5,023,723,386.00) 52.02 
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NOMOR 
URUT 

 
URAIAN 

JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/(BERKURANG) 

ANGGARAN 
SETELAH  PERUBAHAN 

 

REALISASI 
 

(RP) 
 

% 

1 2 3 4 5 6 

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 48,024,371,375.00 29,331,520,704.00 (18,692,850,671.00) 61.08 

1.3.1 Pendapatan Hibah 830,439,000.00 0.00 (830,439,000.00) 0.00 

1.3.2 Dana Darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3.3 Pendapatan Lainnya 47,193,932,375.00 29,331,520,704.00 (17,862,411,671.00) 62.15 

      

 JUMLAH PENDAPATAN 1,109,991,068,542.56 1,039,883,197,753.22 (70,107,870,789.34) 93.68 

      

2 BELANJA 1,145,408,098,218.08 1,072,129,932,861.44 (73,278,165,356.64) 93.60 

      

2.1 BELANJA OPERASI 722,570,651,505.08 685,105,083,592.44 (37,465,567,912.64) 94.81 

2.1.1 Belanja Pegawai 411,159,176,174.08 390,625,987,974.00 (20,533,188,200.08) 95.01 

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 246,421,817,248.00 229,758,237,581.81 (16,663,579,666.19) 93.24 

2.1.3 Belanja Bunga 56,414,084.00 56,199,872.63 (214,211.37) 99.62 

2.1.4 Belanja Subsidi 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.5 Belanja Hibah 6,017,400,000.00 5,837,400,000.00 (180,000,000.00) 97.01 

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 285,000,000.00 270,000,000.00 (15,000,000.00) 94.74 

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 58,630,843,999.00 58,557,258,164.00 (73,585,835.00) 99.87 

2.2 BELANJA MODAL 420,571,093,753.00 386,135,912,238.00 (34,435,181,515.00) 91.81 

2.2.1 Belanja Tanah 6,396,541,900.00 5,762,472,910.00 (634,068,990.00) 90.09 

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 77,053,637,202.00 64,820,234,846.00 (12,233,402,356.00) 84.12 

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 82,691,159,000.00 79,549,116,921.00 (3,142,042,079.00) 96.20 

2.24 Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan 253,250,238,351.00 234,862,060,061.00 (18,388,178,290.00) 92.74 

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1,179,517,300.00 1,142,027,500.00 (37,489,800.00) 96.82 

2.2.6 Belanja Aset Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 BELANJA  TIDAK TERDUGA 250,000,000.00 176,116,842.00 (73,883,158.00) 70.45 

2.3.1 Belanja Tidak Terduga 250,000,000.00 176,116,842.00 (73,883,158.00) 70.45 

2.4 TRANSFER 2,016,352,960.00 712,820,189.00 (1,303,532,771.00) 35.35 
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2.4.1 TRANFER BAGI HASIL KE DESA 2,016,352,960.00 712,820,189.00 (1,303,532,771.00) 35.35 

2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 1,280,447,582.00 306,388,999.00 (974,058,583.00) 23.93 

2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 735,905,378.00 406,431,190.00 (329,474,188.00) 55.23 

2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

 JUMLAH BELANJA 1,145,408,098,218.08 1,072,129,932,861.44 (73,278,165,356.64) 93.60 

      

 SURPLUS/DEFISIT (35,417,029,675.52) (32,246,735,108.22) 3,170,294,567.30 91.05 

      

3 PEMBIAYAAN 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 35,761,682,013.52 35,761,682,013.52 0.00 100.00 

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya(SILPA) 

35,761,682,013.52 35,761,682,013.52 0.00 100.00 

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1.4 Penerimaan Pinjamann Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 35,761,682,013.52 35,761,682,013.52 0.00 100.00 

      

3.2 Pengluaran Pembiayaan Daerah 344,652,338.00 261,912,573.71 (82,739,764.29) 75.99 

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2.2 Penyertaan  Modal(Investasi)Pemerintah Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 344,652,338.00 261,912,573.71 (82,739,764.29) 75.99 

      

 JUMLAH  PENGELUARAN PEMBIAYAAN 344,652,338.00 261,912,573.71 (82,739,764.29) 75.99 
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 PEMBIAYAAN NETTO 35,417,029,675.52 35,499,769,439.81 82,739,764.29 100.23 

      

 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN ANGGARAN 
(SILPA) 

0.00 3,253,034,331.59 3,253,034,331.59 0.00 

 

 
BUPATI   BANTAENG 

 

 
 

   
M. NURDIN ABDULLAH 

 


